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Tentang

DISTRIBUSI LAHAN UNTUK PEMERATAAN DAN
KEMASLAHATAN (FUNGSIONALISME TANAH)

A. Pokok Pikiran

1.

Islam mengakui hak kepemilikan atas tanah dengan
maksud untuk dimakmurkan dan didayagunakan demi
kemaslahatan dan pelestariannya;

Pengakuan hak milik atas tanah dan pengelolaannya tidak
serta merta ada hak untuk menelantarkan dan eksploitasi
berlebihan, oleh karena itu Pemerintah wajib mencegah
terjadinya hal tersebut;

Pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap
masyarakat yang menghadapi sengketa terhadap hak
kepemilikan atas tanah dan belum memiliki keputusan
pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkracht) serta
dari penyerobotan, mafia tanah, dan dari kekuatan
pemodal yang berdampak kepada peminggiran
masyarakat kecil;

Pemerintah wajib melarang pengalihan lahan produktif
yang didayagunakan untuk kebutuhan pangan dan hajat
hidup orang banyak kepada pemanfaatan lain, baik pribadi



10.

11.

maupun korporasi yang menyebabkan terganggunya
pemenuhan kebutuhan pokok;

Alih fungsi lahan harus didasarkan pada pertimbangan
kemaslahatan yang lebih besar dan antisipasi terhadap
dampak lingkungan serta pertimbangan tata ruang;

Pemerintah wajib menjamin distribusi tanah untuk
menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan
kemaslahatan yang berkeadilan;

Pemerintah wajib menjamin setiap warga memperoleh
akses terhadap tanah untuk kebutuhan pokoknya, dan
Pemerintah haram membiarkan ketidakadilan dalam
distribusi tanah;

Pemerintah dapat mendistribusikan lahan untuk
merealisasikan kemanfaatan dengan memberikan hak
pengelolaan lahan selama jangka waktu tertentu;

Pemerintah wajib mempertimbangkan kemampuan
pengelola dan rasa keadilan masyarakat dalam hal
kebijakan pemberian hak pengelolaan lahan;

Orang atau badan hukum yang telah diberikan hak
pengelolaan lahan atau aset pertanahan harus
mendayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan yang
berkeadilan dan tidak boleh menelantarkannya. Dalam hal
terjadi penelantaran, maka Pemerintah wajib menarik
kembali dan memberikan kepada yang membutuhkan;

Pemerintah dapat mengambil hak kepemilikan tanah
untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Dalam hal
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Pemerintah membutuhkan lahan masyarakat untuk
kepentingan kemaslahatan umum, harus ada kompensasi
yang layak dan memikirkan terpenuhinya hak-hak
masyarakat tersebut secara berkelanjutan; dan

Kemaslahatan umum dalam pembebasan lahan
masyarakat tersebut harus bersifat konkret, jangka
panjang, dan menyeluruh serta tidak hanya diperuntukkan
bagi golongan tertentu yang menyebabkan terjadinya
ketimpangan sosial.

B. Rekomendasi

1.

Peserta Ijtima’ Ulama mengapresiasi langkah pemerintah
untuk mendistribusikan lahan bagi masyarakat miskin dan
pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat untuk
merealisasikan kemaslahatan;

Pemerintah perlu mengidentifikasi penguasaan swasta
atas tanah yang berlebihan serta mengevaluasi atas
pemberian hak pengelolaannya guna didistribusikan
kepada masyarakat secara berkeadilan;

Pemerintah perlu mengatur tata kelola kepemilikan lahan
untuk menjamin harmoni sosial dan melindungi rakyat
kecil, sehingga tidak terjadi hukum rimba atas dasar kapital
yang memarjinalkan masyarakat tertentu terutama
penduduk asli;

Pemerintah perlu mengendalikan dengan sungguh-
sungguh harga tanah agar tidak diserahkan kepada
mekanisme pasar secara absolut yang berdampak kepada
penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.



C. Dasar Hukum

1. Al-Qur’an:
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“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan
bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan
yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami
tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka
macam tumbuhan”. (QS. Thaha [20]: 20)

2. Al-Hadits:

5 5L aladl s e & oo 1 6T il 83 o oyke e
Go 8530 Aliad Ei5 . K055 « Lada 201ADN (aaa 5l &y &)
PONENEA PHERTI PR Aui T[T XA Jr eI PN JIRE
Syl & O3 il Ualig dased ol 13a « muabdl 23501 4l
be 83 s L5 162525 s 20 Gplas bzl « g5



Dari Amr bin 'Awf Al-Muzanniy bahwa Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam telah mengalokasikan untuk Bilal bin Al
Harits Al-Muzanniy tambang Al-Qabiliyyah, dataran yang
tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk
ditanami dari lahan Quds dan beliau tidak memberikan
kepada Bilal bin Al Harits hak seorang muslim. Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menuliskan surat; ‘Ini adalah
apa yang Muhamad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
berikan kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzanni. Beliau telah
memberikan kepadanya tambang Al-Qabiliyyah daerah
yang tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk
ditanami dari lahan Quds dan beliau tidak memberikan
kepadanya hak seorang muslim.” HR. Abu Dawud, Sunan
Abu Dawud, III: 138, No. 3062 dan Ahmad, Musnad Ahmad,
II: 676, No. 2830
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Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam telah mengalokasikan untuk Bilal bin Al Harits Al-
Muzanniy tambang Al-Qabiliyyah, dataran yang tinggi dan
yang rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari
lahan Quds” HR. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, VI: 145, No.
11.916
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Dari Haris bin Bilal dari ayahnya : bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam memungut zakat ma’adin
(barang tambang) dari suatu kabilah, dan beliau shallallahu
‘alaihi wa sallam pernah memberikan lembah (al-
Aqiq/dekat kota madinah) seluruhnya kepada Bilal, dan
ketika pada masa Umar Ra beliau berkata kepada Bilal Ra:
“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari,
tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu
mengelolanya”. Bilal berkata: ‘Maka Umar bin Khattab ra
membagikan lembah al-Aqiq itu untuk orang-orang’.” HR.
Ibnu Khuzimah, Shahih Ibnu Khuzaimah, IV: 75, No. 2323,
Al-Hakim, Al-Mustadrak, I: 404, No. 1472, Al-Baihaqi, As-
Sunan Al-Kubra, IV: 152, No. 7731
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“Dari al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari
bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
pernah memberikan lembah (al-‘aqiq/dekat kota Madinah)
seluruhnya kepada Bilal. Dan ketika pada masa Sayyidina
Umar ra beliau berkata kepada Bilal ra: ‘Sesungguhnya
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memberikan
lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau
memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya.
Karenanya, ambilah bagian lembah-lahan yang berada
dalam jangkauan dan kemampuan pengelolaanmu dan
kembalikan sisanya (pada negara)” (HR. Ibnu ‘Asakir,



Tarikhu Madinati Dimasyq, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz,
X, h. 426).

. Kaidah Fikih:
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“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti

mengacu kepada kemaslahatan” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-

Asybah wa an-Nazha'ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘[lmiyyah,
1403, h. 121)
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“Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat

kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan”.

(Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha'ir, Bairut-
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121).

. Pendapat Ulama
Lo Klas J &1 Twa o) 08 e S5TT: Sl &l
pes25 A2 5315 53015 alially saaTL ke wAlE Mall Jeyiats
SIYYES
“Pembahasan Ketiga: ‘Bahwa yang dimaksud dengan
keberadaan bumi sebagai mahdan adalah bahwa Allah
menciptakannya sebagai tempat beraktivitas manusia dan
makhluk lainnya dengan duduk, berdiri, tidur, bercocok
tanam, dan hal-hal lain yang bermanfaat”. (Fakhruddin ar-

Razi, Mafatih al-Ghaib, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1401
H/1980M ]uz XXII, h. 68).
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“Mencermati dampak dari perbuatan hukum itu
merupakan tujuan syariat yang diharus diperhatikan,
baik perbuatan itu sesuai atau bertentangan dengan
syariat. Dengan demikian seorang mujtahid tidak akan
menetapkan keputusan hukum atas suatu perbuatan
mukallaf baik untuk memerintahkan (al-igdam) atau
untuk melarang larangan (al-ihjam) kecuali setelah
melihat dampak dari perbuatan hukum tersebut.
Terkadang sebuah perbuatan disyariatkan karena
mengandung mashlahat atau menolak mafsadah. Akan
tetapi perbuatan tersebut memiliki dampak (ma‘al) yang
bertolak belakang dengan tujuannya. Dan terkadang
juga suatu perbuatan tidak disyariatkan karena
mengandung mafsadah atau menolak maslahat. Akan
tetapi perbuatan tersebut memilik dampak yang berbeda
dengan tujuan tidak disyariatkannya. Sehingga apabila
yang pertama dikatakan mutlak disyariatkanya, maka
boleh jadi kemasalahatan yang didatangkan menggiring
pada timbulnya kerusakan yang setara dengan
kemaslahatan itu sendiri atau bahkan lebih besar.



Akibatnya dalam konteks ini tidak boleh mengatakan
perbuatan itu secara mutlak disyariatkan. Begitu juga
dengan yang kedua, apabila dikatakan secara mutlak
tidak disyariatkan, maka boleh jadi tercegahnya
kerusakan menghantarkan kepada kerusakan lain yang
setara atau lebih besar, sehingga tidak sah menyatakan
secara mutlak tidak disyariatkan.” (Abu Ishaq asy-
Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, [Bairut: Dar
al-Kutub al-‘IImiyyah, Cet ke-7, 1426 H/2005 M], juz, IV,
h. 140-141)
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“Iqtha’ adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh
imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk
menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam
konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian
tanah yang dikuasainya dan (memberikannya, pent)
kepada pihak yang dianggap layak” (Badruddin al-‘Aini,
‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421
H/2001, juz, XV, h. 119)
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“Caranya adalah bisa dengan memberzkan hak
kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak
menerimanya) kemudia ia mengelola lahan tersebut
atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut
kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan iqtha’ itu
bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’at-tamlik) dan
bisa juga hak guna (iqtha’ghairi at-tamlik). (Badruddin



al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1,
1421 H/2001, juz, XV, h. 119).
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“As-Subki berkata: ‘Maka tidak boleh bagi imam untuk
memberikan kepemilikan kepada seorang pun kecuali
apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tugas atau
kewenangan imam hanyalah membagi, dan pembagian
itu harus mengacu kepada prinsip keadilan. Di antara
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian
tersebut adalah adil, memprioritaskan pihak yang paling
membutuhkan, dan pembagian yang sama di antara
orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama’.
(Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha'ir,
Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. H. 121).
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“Wajib bagi Imam untuk mendistribusikan tanah
terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima

dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang
melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat



mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang
menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal
yang tak berguna sehingga menyebabkan madlarat bagi
kaum muslimin” (Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami
wa Adillatuhu, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VI, h.
430)
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“Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab
Hanafi) berpendapat bahwa sesungguhnya ketika
seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia
tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa
mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain.
Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlan masuk
kategori menghidupkan lahan agar dapat memilikinya.
Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya,
sedang pemagaran lahan adalah untuk sekedar

pemberitahuan (i’lam).” (Ibnu ‘Asakir, Tarikhu Madinati
Dimasyq, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426).
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